
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 4 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah a n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 10; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 
ten tang Penerapan Standar Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Operasional. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
dan 

Menetapkan PERATURAN 
PERATURAN 
NOMOR 15 
PENGELOLAAN 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK 

KEUANGAN DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 15/ A), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 126 

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi 
menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah 
yang ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Entitas pelaporan sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1) 
menyusun laporan keuangan yang melipu ti: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Catatan Atas Laporan Keuangan; 

g. Laporan Neraca. 

(3) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
menyusun la poran keuangan yang meliputi: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b . Laporan Operasional; 
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
d. Neraca; 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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(4) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur, 
baik manual maupun komputerisasi, mulai dari proses 
pengumpulan data, pencatatan, pengikh tisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan/ atau 
entitas aku ntansi dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

2 . Ketentuan Pasal 127 ayat (1) diubah sehingga Pasal 127 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 127 

(1) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
126 ayat (2) adalah Pemerintah Daerah, sedangkan 
entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
126 ayat (3) adalah seluruh SKPD dan PPKD. 

(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, mengacu pada peraturan daerah 
tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 1 Oktober 2017 
SEKRETARIS ERAH 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 12 Oktober 2017 
BUPATI J0MBANG, 

- ~- ---- __ .fj._ -
NY0N0SUHARLIWIHAND0K0 

N DA H KABUPATEN J0MBANG TAHUN 2017 N0M0R 12/ A 
RATURAN DAERAH KABUPATEN J0MBANG N0M0R 327-13/2017 
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